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PENDAHULUAN  

Perkembangan dan pertumbuhan suatu 

wilayah atau kota tidak terlepas dari 

ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di 

wilyah ataupun kota tersebut, yang mana 

merupakan kebutuhan dasar manusia dan 

diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan  

hidup masyarakat. Secara administrasi 

Kabupaten Pesisir Selatan mulai tahun 2012 

terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari.   

Namun masih terdapat ketimpangan 

antara penyediaan sarana pendidikan dengan 

kebutuhan pelayanan sarana pendidikan 

khususnya sekolah menengah tingkat atas 

sederajat. Dilihat dari jarak tempuh siswa dari 

rumah ke sekolah menurut PERMEN 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 

24 Tahun 2007 adalah 6 km. Dilihat dari jarak 

dengan SLTA dengan permukiman, masih ada 

sekolah yang memiliki jarak lebih dari 6 km. 

METODE PENELITIAN 

1. Analisis Radius Pelayanan Sarana 

Pendidikan  

Berdasarkan Permendiknas No.24 

Tahun 2007. Medote yang dilakukan yaitu 

untuk mengetahui jarak tempuh yang ideal 

dengan menggunakan standar radius 

pelayanan sarana pendidikan, dengan radius 

pencapaian untuk SD 3 km, SLTP 6 km, dan 

SLTA 6 km. 

2. Daya Tampung Sekolah 

Daya Tampung Sekolah mengacu 

kepada jumlah murid, jumlah ruang kelas, 

daya tampung eksisting, serta kapasitas 

pelayanan dan pemanfaatan kelas mengacu 

kepada jumlah fasilitas, jumlah ruang kelas, 

kapasitas daya tampung kelas dan jumlah 

penduduk usia sekolah. 

3. Analisis Kebutuhan Fasilitas 

Pendidikan 

• Analisis Perkembangan Dan Proyeksi 

Penduduk 

Proyeksi Penduduk Pendukung 

Dilakukan agar mengetahui jumlah 

penduduk pendukung yang harus dilayani 

di tahun berikutnya dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑟 =
Pn − 𝑃𝑜

Po
 

Sementara itu untuk mencari rata-rata laju 

pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 

sampai dengan tahun 2020 dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut𝑟 

=
r1 + r2 + rn

n
 

Setelah didapat r maka rumus untuk 

mencari proyeksi penduduk 10 tahun 

kedepan adalah sebagai berikut :  

Pn = Po (1+ r) n 

• Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 

Analisis kebutuhan akan fasilitas pendidikan 

Mengacu kepada perhitungan kebutuhan 

dengan berpedoman kepada standar 

perencanaan kebutuhan sarana. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Menganalisis Radius Pelayanan Sarana 

Pendidikan Berdasarkan Permendiknas 

No. 24 Tahun 2007 

• Radius Pelayanan SLTA dikecamatan 

Airpura 

 
• Radius Pelayanan SLTA di Kecamatan 

Ranah Ampek Hulu Tapan 
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• Radius Pelayanan SLTA di Kecamatan 

Silaut 

 
2. Analisa Daya Tampung Sekolah 

 
3.Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendidikan  

• Analisis Perkembangan Dan 

Perkiraan Jumlah Penduduk 

 

 
 

 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

• KESIMPULAN 

Berdasarkan proyeksi kebutuhan 

sarana di tiga kecamatan pemekaran 

kabupaten pesisir selatan untuk 10 tahun 

kedepannya atau proyeksi kebutuhan tahun 

2029 adalah kecamatan airpura dan 

kecamatan ranh ampek hulu tapan perlu 

dilakukan penambahan jumlah unit SLTA 

sebanyak 2 unit di setiap kecamatanya. 

Sedangkan untuk kecamatan sialt sudah tidak 

perlu dilakukan penambahan pada ktahun 

2029 dikarnakan tertesediaan saran SLTAnya 

sudah mencukupi 

 

5.2 Saran 

• Bagi pemerintah kabupaten pesisir selatan 

disarankan untuk melakukan penambahan 

unit SLTA di tiga kecamatan pemekaran  

• Pemerintah harus mengoptimalkan 

penambahan sekolah yang 

mempertimbangkan tenaga pendidik dan 

siswa agar merasa aman dan nyaman 

dalam menjalankan program pembelajaran 

• Diperlukan adanya penelitian lanjutan 

untuk mengetahui pelayanan sekolah 

berbagai tingkat pendidikan, karna pada 

penilitian ini hanya membahas tentang 

pelayanan tingkat SLTA 
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